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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAID,SE.MM
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI LUWU TIMUR, KEPALA BADAN,

M o

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd MUHAMMAD SAID,SE.MM




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1 (2) (3) )
Meningkatnya pengelolaan Persep RERSES PERINIiEn "
I pendapatan daerah penerimaan pendapatan 95,20 %
daerah
Persentase peningkatan
penerimaan Pendapatan Asli 9520 %
Daerah ’
Persentase pertumbuhan PAD
terhadap pendapatan daerah 595 %
Meningkatnya kualitas dan
2 | pencapaian kinerja penyelenggaraan | Nilai SAKIP perangkat daerah 6100
urusan perangkat daerah '
No Nama Program Anggaran (Rp)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.917.344.050,00
Kabupaten/Kota
2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.724.126.000,00

JUMLAH | 15.641.470.050,00

BUPATI LUWU TIMUR,

N2\ —

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malil, 2 Januari 2023

Kepala Badan,

N

/‘_—_‘-

MUHAMMAD SAID,SE.MM




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Marlina, SE

Jabatan . Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Said, SE,MM

Jabatan . Kepala Badan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Badan Sekretaris

o S /@
MUHAMMAD SAID, SE.MM MARLINA, SE

Nip. 19790313 200502 1 010 Nip. 19730310 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
{1 (2) (3) (4)
1. | Kualitas Perencanaan Persentase Penyusunan
Organisasi Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, .
Penganggaran dan Evaluasi 100%
Tepat Wakiu
2. | Teriib Administrasi Keuangan Persentase Administrasi
Keuangan yang o
Terselenggara dengan Baik 100%
3. | Kualitas Pengelolaan Asset Persentase Barang Milik
Daerah yang o
Diadministrasikan Sesuai 100%
Standar
4. | Kualitas Sumber Daya Manusia | Persentase Rata-Rata
Organisasi Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi
dengan Rata — Rata Capaian Kepegawaian Perangkat 100%
Kinerja Daerah
5. | Meningkatnya Kualitas Persentase Rata-Rata
Pelayanan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi 100%
Umum Perangkat Daerah °
6. | Tersedianya Barang milik Persentase Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah Perangkat Daerah 0
. . 100%
Pemerintahan yang Terpenuhi
7. | Meningkatnya Kualitas Persentase Rata — Rata
Pelayanan Organisasi Capaian Kinerja Penunjang 100 %
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan 0
Daerah
8. | Kualitas Pemeliharaan Aset Persentase Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 100 %

Pemerintahan Yang
Terpelihara dengan Baik




S O

Kegiatan

Anggaran

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rp. 61.057.000,-

Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rp. 10.308.032.130,-

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 13.581.000,-

Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rp. 263.261.000,-
Rp.  494.090.800,-

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp. 1.300.700.000,-

Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.  271.954.520,-

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp. 187.930.000,-

Pemerintahan Daerah

Kepala Badan,

\ 7
MUHAMMAD SAID, SE.MM
Nip. 19790313 200502 1 010

Malili, 02 Januari 2023

Sekretaris,

MARLINA, SE
Nip. 19730310 200312 2 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - Chaeruddin Arfah M, S.IP, MM

Jabatan . Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Muhammad Said, SE.MM

Jabatan . Kepala Badan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bapenda Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan
Daerah
\ /7 ' é\’h\\
MUHAMMAD SAID, SE.MM CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM

Nip. 19790313 200502 1 010 Nip.19790206 201001 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

Persentase realisasi potensi

Tercapainya potensi PAD PAD Non PBB dan BPHTB

1. : terhadap potensi PAD yang 100 %
yang optimal teridentifikasi Non PBB dan
BPHTB
Kegiatan Anggaran
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 853.468.000,-

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Bapenda Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan
Daerah

N

MUHAMMAD SAID, SE.MM CHAERUDDIN ARFAH M. S.IP, MM
Nip. 19790313 200502 1 010 Nip.19790206 201001 1 009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Herawati Rijal, SE

Jabatan . Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Muhammad Said, SE.MM

Jabatan :  Kepala Badan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bapenda Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah

e (g

-

MUHAMMAD SAID, SE.MM HERAWATI RIJAL, SE
Nip.19790313 200502 1 010 Nip.19851115 201001 2 027




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

non PBB dan BPHTB

target PAD non PBB dan
BPHTB

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
() (2) (3) (4)
| Persentase realisasi PAD non

1 Tercapainya penerimaan PAD | PBB dan BPHTB terhadap 97 50 %

1.

Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pihak Kedua,
Kepala Bapenda

e

MUHAMMAD SAID, SE.MM
Nip.19790313 200502 1 010

Anggaran

Rp. 832.802.000

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah

filkt

HERAWATI RIJAL, SE

Nip.19851115 201001 2 027




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - Andi Muh. Reza AW, S.STP, MA

Jabatan . Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Said, SE.MM

Jabatan . Kepala Badan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bapenda Kepala Bigang PBB-P2 dan

N T
MUHAMMAD SAID, SE.MM ANDI MUH REZA A.W, S.STP, MA
Nip.19790313 200502 1 010 Nip.19851006 200412 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(M (2) (3) (4)

Persentase realisasi PBB dan

Tercapainya penerimaan PBB BPHTB terhadap target PAD 97.50 %

3 danBEHTR PBB dan BPHTB
Kegiatan Anggaran
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 1.037.856.000
Malili, 02 Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bapenda Kepala Bid PBB-P2 dan

\ o/

MUHAMMAD SAID, SE.MM ANDf MUH REZA A.W, S.STP, MA
Nip.19790313 200502 1 010 Nip.19851006 200412 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Irmawati. M, ST

Jabatan . Kasubag Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Marlina, SE

Jabatan . Sekretaris Bapenda

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januri 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Bapenda Kasubag Perencanaan dan Keuangan
MARLINA, SE IRMAWA&.KM. ST

Nip. 19730310 200312 2 005 Nip. 19771126 200604 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Tersusunnya Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun 2
" { dokumen RKA-SKPD | tepat waktu dokumen
5 Tersusunnya Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun 2
" | dokumen DPA-SKPD | tepat waktu dokumen
'l’_erSL_Jsunnya laporan Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan 10
3. | kinerja perangkat perangkat daerah yang disusun dokumen
daerah
Tersusunnya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2
4. | dokumen Daerah dokumen
perencanaan
Terlaksananya Persentase penyelesaian dokumen
5 Penatausahaan dan enatausahaan dan pengujian/verifikasi 100
" | Pengujian/Verifikasi Eeuan an SKPD pengu Persen
Keuangan SKPD g
-pl)—:rr:;‘;:ﬁrr::rﬁ:poran Jumlah dokumen laporan keuangan 19
6. bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang
Id<euangan perangkat disusun tepat waktu dokumen
aerah
2 Terbayarnya gaji dan | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya 24 oran
" 1 tunjangan ASN terbayarkan 9
Sub Kegiatan Anggaran
1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp. 3.002.000,-
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp. 3.000.600,-
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 10.735.000,-
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 61.057.000,-
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Rp. 34.662.000,-

Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Rp. 83.049.000,-

Rp.10,190.321.130,-



Pihak Kedua,
Sekretaris Bapenda

M

MARLINA, SE
Nip. 19730310 200312 2 005

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

ﬁ‘p‘j“-:\ﬂ. ST

IRMAWA

Nip. 19771126 200604 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Salbaiti, S.AN

Jabatan . Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Marlina, SE

Jabatan . Sekretaris Bapenda

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Bapenda Kasubag Umum dan Kepegawaian
) %’ >
ARLINA, SE SALBAITI, S.AN

Nip.19730310 200312 2 005 Nip. 19810329 201001 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN

NO SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
Tersusunnya laporan Jumlah dokumen laporan
1 | penatausahaan barang penatausahaan Barang Milik 4 dokumen
milik daerah SKPD Daerah yang disusun
Termutakhirnya laporan
2 | data administrasi zg,fiﬁ?;f;iikf;egggf\,ﬁndata 98 persen
kepegawaian Peg
Terlaksananya sosialisasi | Jumlah ASN yang mengikuti
3 | peraturan perundang- sosialisasi peraturan perundang- 450 orang
undangan undangan
M;"'g?:ﬁ;gf dan Jumlah ASN yang mengikuti
4 Eetegrampilan aparatur sipil bimbingan teknis implementasi 24 orang
negara peraturan perundang - undangan
Tersedlgr]ya_ komponen Jumlah komponen instalasi
5 instalasi listrik/penerangan listrik/ .
penerangan bangunan 5 jenis
bangunan kantor yang kantor yang disediakan
optimal yang
. Jumlah peralatan dan
6 Teerrlse idfgyznpi;ﬂf; ?n dan perlengkapan kantor yang 2 unit
P gKap disediakan
7 Tersedianya bahan logistik | Jumlah bahan logistik kantor 18 ienis
Kantor yang disediakan J
8 Tersedianya barang Jumlah Barang cetakan dan 3 enis
cetakan dan penggandaan | penggandaan yang diadakan J
Tersedianya bacaan dan | Jumlah Penyediaan bahan
9 | peraturan perundang- bacaan dan peraturan 36 eksemplar
undangan perundang- undangan
Tersedianya makan e .
10 minum tamu Jumlah tamu yang difasilitasi 500 orang
Terselenggaranya rapat o
S . | Jumlah rapat koordinasi dan .
11 | koordinasi dan konsultasi konsultasi yang diikuti 136 kali
SKPD
12 Terlaksananya pengadaan Jumlah mebel yang diadakan 1 Unit
mebel
Terlaksananya pengadaan .
13 | peralatan dan Mesin Jumiah peralatan dan Mesin 19 Unit

Lainnya

Lainnya yang diadakan




SASARAN

NO SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Terlaksananya pengadaan
Jumlah sarana dan prasarana
14 | S@rana dan prasarana gedung kantor atau bangunan 4 unit

gedung kantor atau
bangunan lainnya

lainnya yang diadakan

Terlaksananya

Jumlah surat masuk dan keluar

15 | administrasi surat masuk . _, . 40000 surat
dan keluar yang diadministrasikan
Terbayamya jasa o
Y Jumlah rekening listrik , telepon .
16 g?rmégkl?si]r i,k sumber daya dan air yang terbayarkan 24 rekening
17 Terbayarnya jasa tenaga | Jumlah jasa tenaga pelayanan 3 oran
pelayanan umum kantor umum kantor yang terbayarkan g
Terlaksananya Jumlah kendaraan perorangan
18 pemeliharaan kendaraan | dinas atau kendaraan dinas 8 Unit
dinas operasional atau jabatan yang dipelihara dan
lapangan dibayarkan pajaknya
Terlaksananya .
19 | pemeliharaan peralatan J:;nla;i pee"rr?::;an dan mesin 70 Unit
dan mesin yang cip
Terlaksananya
pemeliharaan/Rehabilitasi | »|M!ah gedung kantor dan .
20 bangunan lainnya yang 1 Unit
gedung kantor dan dipelihara/direhabilitasi
bangunan lainnya P
Sub Kegiatan Anggaran
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp.  13.581.000,-
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp. 25.966.000,-
3. Sosialisasi Peraturan Peundang- Undangan Rp.  34.485.000,-
4. Bimbingan Teknis Undang-Undang Rp. 202.830.000,-
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rp. 5.300.000,-
Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 2.182.000,-
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 5.131.000,-
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 173.022.000,-
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Rp. 3.720.000,-
Undangan
10. Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 11.250.000,-
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp. 293.485.800,-
SKPD
12. Pengadaan Mebel Rp. 15.000.000,-




13.

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 524.300.000,-

14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Rp. 761.400.000,-
Bangunan Lainnya
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 27.154.520, -
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Rp.  204.000.000,-
dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 40.800.000,-
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeiharaan,  Rp. 54.920.000, -
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
atau Lapangan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 88.010.000,-
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rp. 45.000.000,-
Bangunan Lainnya
Malili, 02 Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Bapenda Kasubag Umum dan Kepegawaian
/ﬁ,
MARLINA, SE SALBAITI, S.AN

Nip.19730310 200312 2 005 Nip.19810329 201001 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rannu Lusinup Siampa, SE

Jabatan : Kasubid. Penyuluhan, Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Chaeruddin Arfah M, S.IP, MM

Jabatan . Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan dan Kasubid. Penyuluhan, Keberatan
Pengembangan Pendapatan Daerah dan Regulasi Pendapatan Daerah
|
W
CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM RANNU LUSINUP SIAMPA, SE

Nip.19790206 201001 1 009 Nip.19760715 200604 2 028



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN SUB
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
Tersedianya regulasi Jumlah regulasi pendapatan
" pendapatan daerah daerah yang disusun & Eokumen
Tercapainya kepatuhan Persentase meningkatnya
= wajib pajak kepatuhan wajib pajak 54 persan
e Persentase Jumlah kasus
2 T::g:"g?::ég :rzius pendapatan daerah yang 88 persen
- | pendap terfasilitasi
Sub Kegiatan Anggaran
1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Rp. 244.261.000,-
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Rp. 216.510.000,-
Daerah
3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp. 52.119.000,-
Malili, 02 Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan dan Kasubid. Penyuluhan, Keberatan
Pengembangan Pendapatan Daerah dan Regulasi Pendapatan Daerah
)
.\/ 4

CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM RANNU LUSINUP SIAMPA, SE

Nip.19790206 201001 1 009 Nip.19760715 200604 2 028



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Ekawati, S.AN

Jabatan - Kasubid. Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - Chaeruddin Arfah M, S.IP, MM

Jabatan . Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan dan Kasubid. Perencanaan dan
Pengembangan Potensi Pengembangan Potensi

Pendapatan Daerah

ol o

CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM EKAWATI, S.AN
Nip.19790206 201001 1 009 Nip.19831201 200901 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN SUB
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
Tersedianya dokumen Jumlah dokumen perencanaan
1. | perencanaan pengelolaan | pengelolaan pendapatan yang 4 dokumen

pendapatan

disusun

rekonsiliasi penerimaan
5 retribusi , pajak daerah

" | dan laporan realisasi
penerimaan pendapatan
daerah

Tersedianya berita acara

Jumlah berita acara rekonsiliasi
penerimaan retribusi dan pajak
daerah yang dibuat dan jumlah

laporan realisasi penerimaan
pendapatan daerah

216 berita acara
dan
12 laporan

Sub Kegiatan

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Anggaran

Rp. 156.861.000,-

2. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Rp. 183.717.000,-

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah

L

-

CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kasubid. Perencanaan dan

Pengembangan Potensi

Pendapatan Daerah

=

Nip.19790206 201001 1 009

EKAWATI, S.AN

Nip.19831201 200901 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Sasi Daniar, SE

Jabatan . Kasubid. Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Herawati Rijal, SE

Jabatan . Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengeloaan Kasubid. Pendataan, Pendaftaran
Pendapatan Daerah Pendaftaran Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

23

HERAWATI RIJAL, SE SASI DANIAR, SE
Nip.19851115 201001 2 027 Nip.19830130 201001 2 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN SUB

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) 4)
g:gi?:;:é‘g;ﬁexgﬁgaan Jumlah wajib pajak daerah

1. oajak daerah (Non PBB dan gfe\lr(()jr;tZBB dan BPHTB) yang 130 Wajib pajak
BPHTB)
Terlaksananya penetapan Jumlah waijib pajak daerah

2. | wajib pajak (Non PBB dan (Non PBB dan BPHTB) yang 140 waijib pajak

BPHTB) yang optimal

ditetapkan

1.

2. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sub Kegiatan

Pendataan dan Pedaftaran Objek Pajak Daerah

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengeloaan
Pendapatan Daerah

fohe

HERAWATI RIJAL, SE

Nip.19851115 201001 2 027

Anggaran

Rp. 225.039.600,-

Rp. 279.184.400,-

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Kasubid. Pendataan, Pendaftaran
Pendaftaran Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

SASI DANIAR, SE
Nip.19830130 201001 2 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Gatotrianto. B, SE
Jabatan . Kasubid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Herawati Rijal, SE

Jabatan . Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengeloaan Kasubid. Penagihan dan
Pendapatan Daerah Pemeriksaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

g@&ﬁn 4@2 qgggg@
HERAWATI RIJAL, SE IANTO. B , SE

Nip. 19851115 201001 2 027 Nip. 19810504 201503 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN SUB

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

NO

(1) (2) (3) (4)

Tercapainya penerimaan

pendapatan daerah yang Persentase jumlah wajib pajak

1. optimal (Non PBB dan é%nﬁ;g;taglh (Non PBB dan 98 persen
BPHTB)
Sub Kegiatan Anggaran
1. Penagihan Pajak Daerah Rp. 328.578.000,-
Malili, 02 Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengeloaan Kasubid. Penagihan dan
Pendapatan Daerah Pemeriksaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

f&b Soaim

HERAWATI RIJAL, SE
Nip. 19851115 201001 2 027

.B,SE

ip. 19810504 201503 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama - Rahmadamayanti, S.S

Jabatan : Kasubid. Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andi Muh. Reza AW, S.STP, MA

Jabatan . Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Kasubid. Pelayanan, Pengelolaan
Perdesaan dén Perkotaan dan Bea Perolehan Data dan Informasi

Hak atas Tgnah dan Bangunan

/ )
H. REZAA.W, S.STP, MA RAHMADAMAYANTI, S.S
Nip. 19851006 200412 1 003 Nip. 19840809 201101 2 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN SUB

NO KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1 (2

(3

4)

pengelolaan data dan

Terlaksananya pelayanan,

informasi PAD PBB P2 dan

Jumlah Objek PBB P2 yang
ditetapkan

114000 objek pajak

BPHTB yang optimal
Sub Kegiatan Anggaran
1. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 1.037.856.000,-

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
rkotaan dan Bea Perolehan
dan Bangunan

Perdesaan dan
Hak atas Ta

po

UH. REZAA.W, S.STP. MA

Nip.19851006 200412 1 003

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Kasubid. Pelayanan, Pengelolaan
Data dan Informasi

RAHMADAMAYANTI. S.S

Nip. 19840809 201101 2 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Agus Abdullah, SE,M.Si

Jabatan : Kasubid. Penagihan dan Pemeriksaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - Andi Muh. Reza AW, S.STP, MA

Jabatan . Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pikak Pertama,

Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan asubid. Penagihan dan
Perdesaan gan Perkotaan dan Bea Perolehan emeriksaan PBB dan
Hak atas Fanah dan Bangunan

DI MUH. REZ@V. S.STP, MA AGUS ABDULLAH, SE.M.Si
Nip.19851006 200412 1 003 Nip.19780828 201001 1 014




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN SUB

NO KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

NU @)

(4)

Tercapainya penerimaan
1. | PAD PBB P2 dan BPHTB

yang optimal tercapai

Jumlah Objek PBB P2 yang

114000 Objek Pajak

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan
Hak atas T dan Bangunan

| MUH. REZA A.W, S.STP, MA
Nip. 19851006 200412 1 003

Rp. 1.319.547.590

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kasubid. Penagihan dan

AGUS ABDULLAH, SE.M.Si
Nip.19780828 201001 1 014




